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Penelitian ini adalah tentang adanya hukum perkawinan yang bertolak
belakang antara hukum Islam dan hukum perkawinan yang tertuang di Undang-
Undang Indonesia. Khususnya ketika seorang laki-laki yang telah menceraikan
istrinya, kemudian ia menikah dengan wanita lain pada saat masa idah istrinya
yang terdahulu belum habis hal ini sah-sah saja baik dalam hukum perkawinan
agama Islam dan hukum positif. Tidak ada larangan seorang laki-laki menikah
kembali setelah bercerai dengan wanita lain jika syarat-syarat pernikahan mampu
untuk dia penuhi. Kemudian menjadi pertanyaan besar jika si laki-laki tersebut
ingin kembali rujuk bersama istri lamanya yang masih dalam masa idah,
sedangkan ia telah menikah dengan perempuan lain disaat masa idah istri
sebelumnya masih berlangsung. Otomatis akan terjadi poligami karena masih
terdapat hak bagi seorang laki-laki yang ingin kembali rujuk setelah cerai pada
talak raj’i.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pandangan, dasar
hukum dan alasan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin
Barat terhadap perkawinan laki-laki dalam masa idah talak ra;j’i.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan
pendekatan metode kualitatif deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan
berdasarkna apa yang ada di lapangan dan berdasarkan data-data hasil wawancara
dengan responden, maupun dari pihak lainnya yang terkait serta menganalisis
data-data tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan enam orang Kepala Kantor Urusan
Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat menemukan perbedaan pendapat di
antara keenam informan tersebut. Lima orang informan menyatakan
sah/membolehkan pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj’i yaitu Kepala
KUA Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan
Kotawiringin Lama, sedangkan yang menyatakan tidak boleh adalah Kepala KUA
Kecamatan Arut Utara.



